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ABSTRAK 

TANGGUNG JAWAB PT KERETA API INDONESIA TERHADAP 

PENGIRIMAN BARANG PENUMPANG 

(Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapiaan) 

 

 

Oleh 

RANTIKA WULANDARI Br TARIGAN 

 

 

Perkeretaapian merupakan salah satu moda transportasi yang memiliki karakteristik dan 

keunggulan yang khusus terutama dalam kemampuan untuk mengangkut baik orang 

maupun barang secara massal, meskipun demikian tidak dapat disangkal kemungkinan 

adanya risiko yang menimbulkan kerugian pada penumpang dalam proses pengiriman 

barang sehingga dengan demikian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dimana undang-undang tersebut mengatur 

mengenai tanggung jawab PT. Kereta Api atas terjadinya wanprestasi kehilangan dan 

kerusakan barang milik konsumen. Pokok permasalahan ini adalah sebagai berikut 

Bagaimanakah tanggung jawab PT. Kereta Api atas kehilangan dan kerusakan 

pengiriman barang milik penumpang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2007 tentang Perkeretaapian? dan Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan oleh 

penumpang jika terjadi kehilangan dan kerusaka dalam pengiriman barang pada PT. 

Kereta Api?. 
 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif-

terapan, jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber 

data sekunder dan sumber data tersier. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis data kualitatif. 
 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diketahui bahwa PT. 

Kereta Api harus memberikan pertanggungjawaban kepada penumpang apabila 

terjadinya wanprestasi kehilangan dan kerusakan barang milik konsumen. Bentuk 

tanggung jawab PT. Kereta Api adalah memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 

dengan perjanjian, hal tersebut sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2007 

tentang Perkeretaapian, yang menjelaskan bahwa penyelenggara sarana perkeretaapian 

bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang 

hilang, rusak, atau musnah yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api. 

Selajutnya upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen jika terjadi keterlambatan, 

kehilangan dan kerusakan dalam pengiriman barang adalah melalui non litigasi dimana 

penyelesaian gugatan yang diajukan konsumen kepada PT. Kereta Api selama ini 



diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan atau jalur damai. Sejauh ini konsumen tidak 

melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa, hal itu dikarenakan 

pertanggungjawaban yang diberikan oleh PT. Kereta Api sudah sesuai keinginan dan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bisa dilihat dari gugatan atas 

keterlambatan, diberikan ganti rugi sebesar satu kali ongkos kirim dan gugatan atas 

kehilangan/kerusakan, diberikan ganti rugi sebesar harga nilai yang dipertanggungkan 

atau maksimal sepuluh kali ongkos kirim. 

 

Kata Kunci: Perjanjian pengangkutan, Tanggung Jawab, Penumpang  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan 

masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan 

nasional, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya, 

mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk 

mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, 

maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.
1
 

 

Sasaran pembangunan nasional salah satunya adalah pada bidang ekonomi, karena 

perekonomian suatu negara memegang peranan penting dalam menunjang 

berhasilnya pembangunan di negara tersebut. Keberhasilan pembangunan 

perekonomian di suatu negara yang didukung, dengan sektor moneter, fiskal, dan 

stabilitas nasional yang mantap, memungkinkan negara akan lebih mudah 

mencapai keberhasilan pembangunan disegala aspek kehidupan masyarakat, 

sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. 

 

                                                           
1
Garis – Garis Besar Haluan Negara 1999 - 2004 
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Sejalan dengan perkembangan perekonomian di Indonesia terutama dalam 

peningkatan produksi barang dan jasa, maka perlu sekali adanya sarana guna 

menunjang mobilitas orang,barang dan jasa dari suatu tempat ke tempat yang lain, 

guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan salah satu sarana yang diperlukan 

adalah alat transportasi. Jenis transportasi ada didarat, dilaut dan diudara. Salah 

satu jenis pengangkutan yang digunakan sebagai transportasi dari darat yaitu 

pengangkutan dengan menggunakan kereta api. 

 

Kereta api sebagai salah satu moda transportasi yang paling diminati saat ini, 

menjadi pilihan utama bagi pengguna jasa angkutan umum, karena berbagai 

macam pertimbangan diantaranya kereta api merupakan salah satu moda 

transportasi angkutan darat yangmemiliki banyak kelebihan. Salah satu 

keunggulan dari kereta api, yaitu dapat mengangkut banyak orang dalam sekali 

perjalanan atau bersifat masal, irit bahan bakar, effisien, hemat pemakaiaan lahan 

dan ramah lingkungan, jika dibandingkan dengan moda transportasi darat lainya, 

serta adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan memiliki berbagai 

keunggulan tersebut, sudah saatnya kereta api menjadi pilihan utama dalam 

mengatasi kemacetan di jalan raya, terutama di kota - kota besar di Indonesia serta 

menjadi angkutan utama di Indonesia.
2
 

 

Penyelenggaraan pengangkutanpengiriman barang dengan kereta api dimulai 

dengan proses penumpang membeli tiket pengiriman barang sebagai alat bukti 

adanya perjanjian antara penumpang dengan PTKAI (sebagai dokumen), sehingga 

                                                           
2
Siswanto, Transportasi Massal Pilihan Rakyat”, Jawa Pos, 20 Desember 2010. 
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dengan adanya tiket pengiriman barangmaka barang dapat dikirim melalui Kereta 

Api. Sedangkan mekanismen pengiriman barang adalah penumpang mendaftarkan 

barang yang akan dikirim ke pihak PT KAI, maka PTKAI bertanggung jawab 

kepada penumpang, tetapi apabila penumpang yang tidak mendaftarkan barang 

yang akan dikirim ke pihak PTKAI maka tidak adanya tanggung jawab yang 

diberikan oleh PT KAI. Penumpang berhak mendapatkan ganti rugi dari PTKAI 

apabila penumpang sudah mendaftarkan barang yang akan dikirim ke pihak 

PTKAI selanjutnya apabila barang yang akan dikirim hilang atau rusak maka 

PTKAI akan mengidentifikasi terlebih dahulu apa yang menyebabkan barang 

tersebut rusak atau hilang. 

 

Contoh peristiwa yang sering terjadi dalam pengiriman barang milik penumpang 

PT KAIadalahketika barang kiriman dibawa oleh kurir ke tempat tujuan 

pengiriman dandiserahkan kepada pihak penerima, barang tersebut tidak langsung 

diperiksadihadapan kurir yang mengantar. Biasanya penerima membuka 

kirimansetelah beberapa saat kemudian dan ternyata barang kiriman tersebut 

beradadalam kondisi rusak atau hilang. Kerusakan pada barang kiriman yang 

pernahterjadi misalnya kerusakan pada pigura yang akan dikirim,hal ini 

terjadikarena kelalaian pihak pengangkut dalam menyelenggarakan pengangkutan. 

Seperti yang dikeluhkan oleh Lisnawati selaku konsumen yang menggunakan jasa 

pengiriman barang PT KAI, menjelaskan bahwa saya mengirim barang berupa 

satu unit sepeda motor melalui jasa pengiriman PT KAI, tetapi barang tidak 

sampai ditempat dengan tepat waktu selain itu body motor bagian samping juga 



4 
 

lecet seperti ada goresan
3
. Konsumen lain yang juga mengelukan pelayanan 

pengiriman barang adalah Fauzi, beliau mengirim satu unit barang smartphone 

tetapi PT KAI terlambat dalam pengiriman barang karena salah alamat dan bagian 

kotaknya sudah terbuka
4
. 

 

Selanjutnya hilangnya barang kiriman yang terjadi saat proses pengangkutanlebih 

dikarenakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu,muatan barang 

yang berlebihan dalam pengangkutan dapat menundapengiriman barang sehingga 

mengakibatkan keterlambatan sampainya barangkepada penerima. Pihak pengirim 

atau penerima berupaya meminta ganti rugikepada perusahaan jasa pengiriman 

yaitu pihak PT KAIatas kerugian tersebut.Apabila pihak pengangkut lalai dalam 

penyelenggaraan pengangkutansehingga menimbulkan kerugian bagi pihak 

pengirim, maka pihakpengangkut bertanggung jawab untuk membayar kerugian 

tersebut
5
.  

 

Menurut Pasal 88 KUHD, jika kerugian-kerugian yang terjadi setelah barang-

barangitu dikirim, pihak PT KAI tetap bertanggung jawab atas kerugian 

tersebutbila hal itu merupakan kelalaian atau kesalahan dari pihak PT KAI.Pasal 

45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 disebutkan bahwa perusahaan 

pengangkutan umum wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh 

penumpang, pengiriman barang atau pihak ketiga, karena kelalaiandalam 

melaksanakan pelayanan pengangkutan, sedangkan pada ayat (2) 

                                                           
3
http://data/kasus/republika,dikutip tanggal 08 Februari 2016 

4
http://data/kasus/republika,dikutip tanggal 08 Februari 2016 

5
Abdul Kadir Muhammad. Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, PT.Citra AdityaBakti, 

Bandung, 2011,  hlm.76. 

http://data/kasus/republika
http://data/kasus/republika
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dinyatakanbahwa biasanya ganti rugi adalah sebesar kerugian yang diderita 

olehpenumpang, pengiriman barang atau pihak ketiga. 

 

Berdasarkan kerugian konsumen diatas, hak atas kompensasi ganti rugi yang 

diterima oleh konsumen dari pelaku usaha jasa pengiriman barangini dibatasi 

dikarenakan perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha jasapengiriman barang 

tersebut. Hak kompensasi ganti rugi yang diterima olehkonsumen berdasarkan 

syarat standar pengiriman hanya terbatas padakerusakan dan kehilangan barang 

saja tidak pada keterlambatan barangsampai pada tujuan. 

 

Pembatasan hak kompensasi ganti rugi disinimerupakan perjanjian baku yang 

melanggar ketentuan Pasal 4 huruf hUUPK tentang hak kompensasi ganti rugi 

konsumen karena tujuan pembangunan nasional ini bertujuan untukmewujudkan 

suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materildan spiritual dalam 

era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila danUndang-Undang Dasar 

1945.
6
Dalam hal ini adanya kepastian hukum danketerbukaan informasi antar 

pelaku bisnis dan untuk menumbuhkankesadaran pelaku usaha mengenai 

pentingnya perlindungan konsumen untukmewujudkan keseimbangan 

perlindungan kepentingan konsumen danpelaku usaha akan tanggung jawabnya, 

sehingga tercipta perekonomianyang sehat. 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka pembahasan dalam penulis ini akan 

difokuskan pada pengangkutan pengiriman barang bukan pada barang bawaan 

penumpang hal itu dikarenakan pengiriman barang melalui PT KAI banyak 

                                                           
6
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Loc. Cit 
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digunakan oleh masyarakat dikarenakan harganya yang sangat terjangkau oleh 

semua lapisan masyarakat, namun banyak terjadi ketidakpuasan pada masyarakat 

yang melakukan pengiriman barang tersebut.Selain itu juga banyaknya 

wanprestasi yang dialami oleh PT KAI dalam pengiriman barang hal tersebut 

dibuktikan dengan meningkatnya pengaduan masyarakat ke PT KAI tentang 

kerusakan dan keterlambatan pengiriman barang. Banyaknya masyarakat yang 

tidak mengetahui apa yang menjadi haknya ketika menggunakan jasa pengiriman 

barang melalui PT KAI menjadi suatu kemakluman bahwa dengan harga 

pengiriman barang yang murah maka pelayanan yang pantas tidak perlu 

diharapkan. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik mengkaji dan membahas 

dengan judul “TANGGUNG JAWAB PT KERETA API INDONESIA 

TERHADAP PENGIRIMAN BARANG PENUMPANG (Ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapiaan)”. 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan ini adalah : 

1. Bagaimanakah tanggung jawab PT. Kereta Api atas kehilangan dan kerusakan 

pengiriman barang milik penumpangditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2007 tentang Perkeretaapian? 

2. Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan oleh penumpang jika terjadi 

kehilangan dan kerusakan dalam pengiriman barang pada PT. Kereta Api? 
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C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup bidang Ilmu penelitian ini adalah Ilmu Hukum Perdata pada 

umumnya, khususnya bidang Pengangkutan Niaga, sedangkan ruang lingkup 

bidang kajian pada penelitian ini adalah mengkaji tentang kewajiban hukum yang 

melahirkan adanya tanggung jawab PT. Kereta Apiterhadap bagasi penumpang 

yang didaftarkan kepada pihak PT. Kereta Apiyang diatur Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. 

 

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok bahasan, maka tujuan penelitian ini 

adalah memperoleh gambaran secara rinci, jelas dan sistematis serta: 

a. Mengetahui tanggung jawab PT. Kereta Api atas kehilangan dan kerusakan 

pengiriman barang milik penumpang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. 

b. Mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh penumpang jika terjadi 

kehilangan dan kerusaka dalam pengiriman barang pada PT. Kereta Api. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang  diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang 

hukum yaitu mengenai hukum Pengangkutan Niaga khususnya mengenai 
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tanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang bagasi didalam 

Kereta Api. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Dijadikan bahan bacaan dan informasi bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

2)  Menambah pengetahuan tentang hukum pengangkutan niaga. 

3)  Mengembangkan tanggung jawab pengangkut terhadap barang 

penumpang yang diangkut. 

4)  Salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk menyelesaikan studi pada 

Fakultas Hukum Universitas Lampung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Umum Pengangkutan 

1. Perjanjian Pengangkutan 

Beberapa perjanjian yang kelihatannya berlaku secara sempurna, tetapi mungkin 

ada sebagian yang tidak berguna disebabkan oleh suatu cacat ketika perjanjian-

perjanjian tersebut dibuat. Faktor-faktor yang mempengaruhi cacatnya suatu 

perjanjian adalah kekeliruan perbuatan curang, paksaan, pengaruh yang tidak 

pantas dan ketidakcakapan dalam membuat perjanjian.Pada pasal 1313 kitab 

Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt), perjanjian adalah suatu perbuatan 

dengan nama satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau 

lebih. Sehubungan dengan ini, perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang 

berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang berjanji. 

 

Para pihak dalam perjanjian pengangkutan diberikan kebebasan untuk 

menentukan isi dari perjanjian yang akan dibuat nya. Apabila terjadi kelalaian 

pada salah satu pihak, maka akibatnya ditetapkan bagaimana berlaku untuk 

perjanjian-perjanjian pada umumnya dalam buku ke tiga dari Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata.
7
Persetujuan antara pihak-pihak yang berkepentingan itu 

melahirkan hubungan kewajiban dan hak yang harus direalisasikan melalui proses 

penyelenggaraan pengangkutan.  

                                                           
7
M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982, hal 32. 
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2. Jenis Pengangkutan 

Pengangkutan merupakan usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut atau 

mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain dimana di tempat lain 

ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan 

tertentu. 

 

Adapun jenis – jenis pengangkutan dapat digolongkan sebagai berikut: 

a. Udara, dengan sarana pesawat dan prasarana bandara. 

b. Air, dengan sarana kapal dan prasarana dermaga atau pelabuhan. 

c. Darat melalui jalan raya untuk sarana bus, mobil, sepeda motor dangan 

prasarana terminal dan melalui jalan rel dengan sarana kereta api dan prasarana 

stasiun. 

 

3. Proses Penyelenggaraan Pengangkutan 

Proses transportasi merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan 

pengangkutan dimulai, ke tempat tujuan, ke mana kegiatan pengangkutan 

diakhiri.Pengangkutan menyebabkan nilai barang lebih tinggi di tempat tujuan 

daripada di tempat asal, dan nilai ini lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan 

untuk pengangkutannya. Nilai yang diberikan oleh pengangkutan adalah berupa 

nilai tempat (place utility) dan nilai waktu (time utility). Kedua nilai ini diperoleh 

jika barang telah diangkut ke tempat di mana nilainya lebih tinggi dan dapat 

dimanfaatkan tepat pada waktunya. 
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Pengangkutan memberikan jasanya kepada masyarakat yang disebut jasa 

transportasi. Jasa transportasi akan habis dengan sendirinya, dipakai ataupun tidak 

dipakai. Jasa transportasi merupakan hasil atau keluaran (output) perusahaan 

transportasi yang memiliki jenis bermacam-macam sesuai banyaknya jenis alat 

transportasi (seperti jasa pelayaran, jasa kereta api, jasa penerbangan, jasa 

transportasi bus, dan lain-lain). Dan sebaliknya, jasa transportasi merupakan salah 

satu faktor masukkan (input) dari kegiatan produksi, perdagangan, pertanian dan 

kegiatan ekonomi lainnya. Peranan transportasi tidak hanya untuk melancarkan 

arus barang dan mobilitas manusia. Transportasi juga membantu tercapainya 

pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara maksimal. 

 

Proses penyelenggaraan pengangkutan kereta api dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :
8
 

a. Pemuatan  

Pengoperasian sarana perkeretaapian umum wajib memenuhi standar 

kelayakan operasi sarana perkeretaapian.
9
 Untuk memenuhi ketentuan tersebut, 

terhadap setiap sarana perkeretaapian dilakukan pemeriksaan dan pengujian. 

Kereta api yang dioperasikan harus memenuhi daya angkut maksimal yang 

diperkenankan. 

 

Setelah terjadi kesepakatan antara penumpang atau pengirim barang dan 

pengangkut (PT KAI), yang pertama kali diselesaikan adalah pembayaran 

biaya pengangkutan dari penerbitan dokumen pengangkutan. Atas dasar 

dokumen tersebut, pengangkut menyiapkan kereta api di stasiun 

                                                           
8
Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, 

   hal 200 
9
Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian 
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pemberangkatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Penumpang yang sudah 

memiliki karcis, dapat naik ke kereta api dan barang yang akan diangkat 

dimuat kedalam gerbong kereta api. Setelah pemuatan selesai, Kepala Stasiun 

Kereta Api menyiapkan keberangkatan kereta api sesuai waktu yang telah 

ditetapkan. 

b. Pengangkutan 

Untuk kelancaran dan keselamatan pengangkutan kereta api, pengoperasian 

kereta api wajib dilakukan oleh awak (petugas) yang memenuhi persyaratan 

dan kualifikasi kecakapan yang dibuktikan dengan sertifikat yang diberikan 

setelah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah.
10

 

 

Dalam ketertiban dan keselamatan selama pengangkutan berlangsung, pihak 

pengangkut diberi wewenang untuk: 

1) Memeriksa karcis pengguna jasa kereta api dan menindak pengguna jasa 

yang tidak mempunyai karcis. 

2) Menertibkan pengguna jasa kereta api. 

3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat yang 

berpotensi menimbulkan gangguan perjalanan kereta api. 

4) Membatalkan perjalanan kereta api apabila terdapat hal-hal yang 

membahayakan. 

 

                                                           
10

Pasal 116 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian 
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Jika pihak pengangkut lalai dalam melaksanakan tugasnya selama proses 

pengangkutan berlangsung, pihak pengangkut bertanggung jawab atas kerugian 

yang diderita oleh penumpang atau pengirim. Akan tetapi, pihak pengangkut 

dapat menolak tanggung jawab membayar ganti kerugian apabila pengangkut 

dapat membuktikan bahwa kerugian itu disebabkan oleh peristiwa yang tidak 

dapat diduga lebih dahulu, cacat barang itu sendiri atau kesalahan pengirim. 

c. Penurunan Barang  

Setelah kereta api tiba di stasiun tujuan seperti yang tertera pada dokumen 

pengangkutan, penumpang turun, barang dibongkar dari kereta api dan 

disimpan ditempat penyimpanan yang ditetapkan oleh pihak pengangkut. 

Pengangkut memberitahukan kepada penerima agar menerima kiriman dalam 

jangka waktu yang ditetapkan. Apabila penerima tidak mengambil barang 

tersebut dari tempat penyimpanan sesuai waktu yang telah diberi, maka 

penerima dikenakan biaya penyimpanan barang dan wajib melunasi ketika 

barang itu diambil. 

 

B. Pengangkutan Perkeretaapian 

1. Dasar Hukum Perkeretaapian 

Pengangkutan darat dengan kereta api diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 2007. 

Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri 
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maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan mampu 

bergerak dijalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
11

 

 

Pengangkutan darat dengan kereta api diadakan berdasarkan perjanjian antara 

Badan Penyelenggara Pengangkutan dan penumpang atau pemilik barang. Karcis 

penumpang dan surat pengangkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadi 

perjanjian pengangkutan antara pengangkut dan penumpang . Karcis penumpang 

diterbitkan atas nama (on name), artinya setiap pemegang karcis yang namanya 

tercantum pada surat pengangkutan barang adalah pemilik dan berhak untuk 

menerima barang. Karcis barang dan surat pengangkutan barang atas nama tidak 

dapat dialihkan kepada pihak lain karena ada kaitannya dengan asuransi yang 

melindungi dalam hal terjadi musibah. 

 

2. Tujuan Pengangkutan Perkeretaapian 

Secara umum dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk tiba di 

tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna bagi penumpang 

ataupun barang yang diangkut.Pengangkutan PT KAI wajib mengangkut 

penumpang yang telah memiliki karcis penumpang sesuai dengan tingkat 

pelayanan yng disepakati. Pengangkut wajib mengganti kerugian akibat kelalaian 

pengangkut sesuai dengan perjanjian dan ketentuan Undang-undang 

Perkeretaapian.  

 

Sacara khusus, setiap jenis pengangkutan mempunyai tujuan yang khusus pula. 

Demikian juga pengangkutan dengan kereta api bertujuan untuk : 

                                                           
11

 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal 9 
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a. Memperlancar perpindahan orang atau barang secara massal dengan selamat, 

aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib, teratur dan efesien. 

b. Menunjang pemerataan, pertumbuhan,stabilitas, pendorong dan penggerak 

pembangunan nasional. 

 

C. Tanggung Jawab 

1. Pengertian Tanggung Jawab 

Terdapat 3 macam tanggung jawab dalam hukum, yaitu tanggung jawab hukum 

dalam arti accountabilityadalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan 

keuangan. Responsibility adalah tanggung jawab dalam arti harus memikulbeban 

seperti tanggung jawab di kalangan ABRI adalah yang memegang tongkat 

komando perintah kepada prajurit. Tanggung jawab dalam arti liabilityadalah 

kewajiban menanggung kerugian yang di derita misalnya PT. KAI sebagai pihak 

pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh penumpang atau 

pengirim barang dapat mengajukan gugatan kepada pihak pengangkut atas segala 

kerugian yang di derita.Titik sentral mengenai tanggung jawab pengangkut pada 

umumnya adalah tanggung jawab (liability principle)yang diterapkan. 

Penggunaan suatu prinsip tanggung jawab tertentu kepada keadaan tertentu, baik 

ditinjau secara makro maupun mikro. 

 

Tanggung jawab sangat terkait dengan hak dan kewajiban, yang pada akhirnya 

dapat menimbulkan kesadaran tanggung jawab. Ada dua bentuk kesadaran: 

Pertama, Kesadaranyang muncul dari hati nurani seseorang yang sering disebut 
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dengan etika dan moral. Kedua, kesadaran hukum yang bersifat paksaan berupa 

tuntutan-tuntutan yang diiringi sanksi-sanksi hukum. 

 

2. Prinsip Tanggung Jawab 

Ada 3 (tiga) prinsip atau teori mengenai tanggung jawab dalam hukum 

pengangkutan, yaitu
12

: 

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan 

Prinsip Tanggung jawab Berdasarkan Kesalahan di Indonesia mengacu kepada 

ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata Penerapan ketentuan 

Pasal 1365 itu memberikan konsekuensi beban pembuktian kepada pihak yang 

dirugikan, dalam hal ini penumpang. Untuk membuktikan bahwa kerugian 

yang dideritanya merupakan akibat dari perbuatan tergugat, dalam hal ini 

adalah pengangkut. 

b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga 

Prinsip Tanggung jawab Berdasarkan Praduga adalah juga prinsip tanggung 

jawab berdasarkan adanya kesalahan, tetapi dengan pembalikan beban 

pembuktian kepada pihak yang tergugat. 

c. Prinsip tanggung jawab mutlak 

Prinsip Tanggung jawab Mutlak adalah tergugat atau pengangkut selalu 

Bertanggung jawab tanpa melihat ada atau tidaknya kesalahan atau tidak 

melihat siapa yang bersalah. Timbulnya konsep tanggung jawab pengangkut 

tidak menyelenggarakan sebagaimana metinya sehingga menimbulkan 

                                                           
12

Abdulkadir Muhammad, S.H., Hukum Pengangkutan Niaga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,  

2008. 
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kerugian pada penumpangnya. Tanggung jawab  akibat kelalaian atau 

kecerobohan yang mengakibatkan kerugian pada konsumen yang sering kali 

luput dari perhatian pembuat kebijakan. 

Ganti rugi yang diberikan dapat berupa pengembalian uang atau  penggantian 

barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.Prinsip tentang tanggung jawab 

merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. 

Dan diperlukan kehati-hatian dalam menganalisa siapa yang harus bertanggung 

jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak 

terkait. 

 

3. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab 

Ada beberapa bentuk-bentuk tanggung jawab dalam dunia hukum, diantara nya 

adalah: 

a. Tanggung Jawab Pidana 

Suatu konsep yang terkait dengan teori kewajiban hukum adalah konsep 

tanggung jawab hukum (liability). Seseorang secara hukum dikatakan 

bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat 

dikenakan sanksi dalam suatu perbuatan yang berlawanan. Normalnya 

dalam kasus  sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri yang membuat 

orang tersebut harus bertanggungjawab. Menurut teori  tradisional terdapat 
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2 bentuk tanggungjawaban hukum, yaitu berdasarkan kesalahan (based on 

faulth) dan tanggungjawaban  mutlak (absolute responsibility).
13

 

b. Tanggung Jawab Perdata 

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang 

diantara mereka itu tidak terdapat suatu perjanjian, maka berdasarkan 

undang-undang juga timbul atau terjadi  hubungan hukum antara orang 

tersebut yang menimbulkan kerugian itu.
14

 Hal tersebut juga diatur dalam 

pasal 1365 KUHPerdata bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang 

membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena 

salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” 

c. Tanggung Jawab Administrasi 

Tanggung jawab administrasi tidak semata-mata hanya berfungsi untuk 

mengatasi kebebasan pemerintah dalam bertindak dan melaksanakan 

fungsinya, tetapi juga melalui sarana hukum administrasi Negara, 

pemerintah mempunyai wewenang untuk meletakkan berbagai kewajiban-

kewajiban kepada rakyat yang harus ditaatinya. Tanggung jawab 

pemerintah muncul akibat adanya 2 hal, yaitu adanya kewenangan dan 

adanya hak dan kewajiban. Kewenangan serta hak dan kewajiban tersebut 

merupakan perbuatan pemerintah yang harus 

dipertanggungjawabkan.Dengan adanya bentuk-bentuk tanggung jawab 

tersebut, maka pemerintah membuat pembenahan dan penyempurnaan 

                                                           
13

Hans Kelsen dalam Jimly Assidiqie dan M. Ali Syafaat, Teori Hans Kelsen tentang Hukum,  

Sekjend Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 65  
14

A.Z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Diapit Media, Jakarta, 2002, hlm. 77 
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terhadap Undang-undang No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, 

yaitu: 

1) Tanggung Jawab PT KAI Terhadap Penumpang Sebagai Sarana 

Penyelenggara Perkeretaapian 

Sebagai pihak penyelenggara sarana perkeretaapian PT KAI 

mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keselamatan penumpang 

atau pengguna jasa perkeretaapian. Dalam hal tanggung jawab ini, 

terdapat dua bentuk yang dibedakan antara tanggung jawab pihak 

Penyelenggaran Prasarana Perkeretaapian dan Pihak Penyelenggaraan 

Sarana perkeretaapian, sedangkan penyelenggara sarana perkeretaapian 

adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum 

yang saat ini dilaksanakan oleh PT KAI.Penyelenggaraan prasarana 

perkeretaapian umum dilakukan oleh Badan Usaha sebagai 

penyelenggara, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerja sama. 

Dalam hal tidak ada Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana 

perkeretaapian umum, maka Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat 

menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum
15

. 

 

2) Tanggung Jawab Pihak Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian 

Adapun yang menjadi tanggung jawab dari Penyelenggara prasarana 

perkeretaapian anatara lain sebagai berikut
16

: 

                                                           
15

Pasal 23 Undang-undang No 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian 
16

Pasal 23 Undang-undang No 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian 
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a) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian bertanggung jawab kepada 

penyelenggaran sarana perkeretaapian dan pihak ketiga atas kerugian 

sebagai akibat kecelakaan yang disebabkan kesalahan pengoperasian 

prasarana perkeretaapian. Tanggung jawab ini dilakukan dengan 

memberikan ganti rugi yang dihitung berdasarkan kerugian yg di 

alami. 

b) Tanggung jawab Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian kepada 

penyelenggaran sarana perkeretaapian dilakukan berdasarkan 

perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak 

c) Penyelenggaran prasarana perkeretaapian bertanggung jawab kepada 

pihak ketiga atas kerugian harta benda, luka-luka atau meninggal dunia 

yang disebabkan oleh penyelenggaran prasarana perkeretaapian. 
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D. Kerangka Pikir 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dibuat kerangka pikir 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, maka dapat  diketahui bahwa dukungan 

pemerintah dalammenjamin ketertiban dan kepastian hukum bidang pengangkutan 

darat direalisasikan dengan memberikan dasar hukum berupa Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.PT. Kereta Api merupakan salah  

 

Undang-UndangNo. 23 Tahun 

2007 tentang Perkeretaapiaan 

 

Perjanjian Pengirim 

Barang 

Tanggung jawab PT. KAI atas 

kehilangan, kerusakan dan 

keterlambatan pengriman 

barang 

 

Upaya hukum oleh pengriman 

barang jika terjadi kehilangan, 

kerusakan dan keterbatan selama 

pengiriman barang pada PT.KAI 

 

 
PTKAI 

 
Pengirim Barang 
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satu pihak pengangkut yang menyelenggarakan pengangkutan umum sebagai alat 

angkut orang/penumpang. 

 

Pengirim barang merupakan pihak pengguna jasa pengangkutan yang 

diselenggarakan oleh pihak PT. Kereta Api.PT. Kereta Apimemberikan tanggung 

jawab kepada pengirim barang yang mendaftarkan barang yang akan dikirim ke 

pihak PT. Kereta Api. PT. Kereta Apimemberikan ganti kerugian dan perlu 

mengetahui terlebih dahulu apa yang menyebabkan barang kiriman tersebut 

rusak/hilang. Sedangkan upaya hukum oleh pengirim barang selaku pengguna jasa 

merupakan salah satu proses yang dilakukan pengirim barang jika tidak ada 

tanggapan/respon dari pihak PT. Kereta Apimengenai kehilangan/kerusakan dan 

keterlambatan suatu barang yang dikirim oleh pengirim barang. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

hukum normatif-terapan, penelitian hukum normatif-terapan adalah penelitian 

hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum 

normatif
17

.Penulisan menggunakan jenis penulisan normatif-terapan karena objek 

yang diteliti adalah ketentuan normatif di bidang pengangkutan yang besar berupa 

peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2007 

Tentang Perkeretaapian. 

 

B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu 

penelitian hukum yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh 

gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat 

tertentu pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada dan peristiwa 

hukum tertentu mengenai gejala yuridis yang ada dan peristiwa hukum tertentu 

yang terjadi didalam masyarakat.
18

 Dalam hal ini penulis akan menggambarkan 

                                                           
17

 Abdul kadir Muhammad, Hukum dan penelitian hukum, PT.Citra Aditya Bakti; Bandung,2000 
18

Ibid.,hal.50 



24 
 

secara jelas, rinci, sistematis dan dengan melihat ketentuan hukum dan ketentuan 

lainnya dalam lingkup pengaturan tentang pengangkutan darat. Kemudian dari 

gambaran yang telah diperoleh tersebut, dianalisis mengenai perlindungan hukum 

konsumen penumpang Kereta Api sendiri. 

 

C. Pendekatan Masalah 

Sesuai dengan jenis penelitian yaitu hukum normatif-terapan, maka pendekatan 

masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-terapan (applied law 

approach). Untuk menggunakan pendekatan normatif-terapan, terlebih dahulu 

merumuskan masalah dan tujuan penelitian, kemudian masalah dan tujuan 

tersebut dirumuskan secara rinci, jelas dan akurat. 

 

D. Data dan Sumber data 

Dalam penelitian ini data dijadikan pedoman dalam penulisan penelitian, 

penulisan menggunakan data primer dan data sekunder.Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode pengamatan yang 

digunakan untuk memperjelas data yang dibutuhkan. Selain data primer, penulis 

juga menggunakan data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan. Adapun 

data sekunder terdiri dari: 

1. Bahan hukum primer 

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari berbagai peraturan, 

undang-undang, keputusan menteri dan peraturan yang setara, yang meliputi : 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) 

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian 
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c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

(UUPK) 

2. Bahan hukum sekunder 

Bahan sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, makalah, 

dokumen, serta tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti 

surat kabar, kasus hukum dan pedoman penulisan karya ilmiah. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara : 

1. Studi Pustaka 

Cara ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis 

dengan mengutip atau meresume bahan-bahan pustaka yang berhubungan 

dengan objek penelitian ini yaitu : 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) 

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian 

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

(UUPK) 

d. Literatur-literatur dan sumber lainnya 
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F. Metode Pengolahan Data 

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Seleksi data 

Seleksi data adalah memeriksa kembali apakah data yang diperoleh itu relevan 

dan sesuai dengan bahasan, selanjutnya apabila data ada yang salah akan 

dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap dan dilengkapi. 

2. Klasifikasi data 

Klasifikasi data adalah pengelompokkan data sesuai dengan pokok bahasan 

agar memudahkan pembahasan. 

3. Sistematika data 

Sistematika data adalah penelusuran data berdasarkan urutan data yang telah 

ditentukan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis. 

 

G. Analisis Data 

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara 

menafsirkan, menginterprestasikan dan mengklasifikasikan data yang diperoleh 

dari peraturan perundang-undangan yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan 

kedalam bentuk kalimat yang tepat dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari 

beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran. 
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V. KESIMPULAN 

 

 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bentuk tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) apabila terjadi 

keterlambatan, kehilangan atau kerusakan memberikan ganti rugi sebesar nilai 

barang yang didasarkan Harga Tanggungan Ongkos Kirim (HTOK) yaitu 

maksimal 10 (sepuluh)kali ongkos kirim. Sedangkan berdasarkan Harga 

Tanggungan Nilai Barang (HTNB) maksimal pemberian ganti rugi yang akan 

diberikan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah sebesar harga 

pertanggungan nilai barang,berdasarkan HTOK dan HTNB maksimal adalah 

10 (sepuluh) kali ongkos pengiriman barang dari nilai barang yang 

dipertanggungkan. 

2. Upaya hukum yang dilakukan oleh penumpang jika terjadi keterlambatan, 

kehilangan dan kerusakan dalam pengiriman barang pada PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) adalah melalui non litigasi yaitu penyelesaian sengketa 

diluar pengadilan, penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur non litigasi 

digunakan untuk mengatasi keberlikuan proses pengadilan, penyelesaian 

sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Yayasan Lembaga 
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Konsumen Indonesia (YLKI), Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag 

dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).  
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